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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA BARAT, 
 

Menimbang : a. bahwa PT Bank Jabar merupakan Badan Usaha 
Milik Daerah yang diharapkan setiap tahunnya 
memberikan peningkatan kontribusi terhadap 
pendapatan asli daerah bagi Pemerintah 
Provinsi  Jawa  Barat; 

b. bahwa PT Bank Jabar sebagai penyedia jasa 
intermediasi, berfungsi sebagai penggerak dan 
pendorong laju pembangunan (agent of 
development) untuk mendukung pertumbuhan 
dan perkembangan perekonomian daerah; 

c. bahwa dalam mengembangkan usaha serta 
meningkatkan fungsi           PT Bank Jabar 
berdasarkan peraturan perundang-undangan di 
bidang perbankan, maka Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat perlu melaksanakan penyertaan 
modal sesuai dengan perkembangan usahanya 
berdasarkan kemampuan keuangan daerah; 

d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang 
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Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun 2007, penyertaan 
modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan 
apabila jumlah anggaran yang akan disertakan 
dalam tahun anggaran yang berkenaan telah 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf 
a, b, c dan d, perlu dilakukan penyertaan 
modal  Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Barat tentang  Penyertaan Modal 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Bank 
Jabar; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat 
(Berita Negara tanggal 4 Juli 1950); 

2.  Undang-Undang Nomor 7  Tahun 1992 tentang 
Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3472) Jo. Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3790); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 
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1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3587); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 
tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3843); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4389); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) Jo. Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
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menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4548); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 
tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 
1992 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3655) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 1996 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 
tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 
1996 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3655) Jis. Peraturan Pemerintah Nomor 
38 Tahun 1998 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 
tentang Bank Umum (Lembaran Negara  
Tahun 1998 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3747); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4737); 
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